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ABSTRACT

INFO ARTICLE

Background of Study: Inclusive access and services of information for persons with
disabilities are an absolute necessity that must be provided by information
institutions and supported by information workers and policies.

Purpose: To determine the background, perceptions, and efforts of information
workers in various information institutions to create inclusive information access
and services for people with disabilities.

Method: This study used a community-based learning approach with the self-
determination theory method, which was deemed appropriate in exploring the
background of information workers in providing inclusive access and services for
people with disabilities, especially hearing and speech-impaired.

Findings: Information workers have a general awareness of providing information
services and access to deaf-mute people with disabilities. In its development,
motivation and institutional support play a major role in the success of ideas and
concepts of inclusiveness in information access and services. However, it was also
found that the initiative of information workers emerged before access and service
policies were created.

Conclusion: Information workers hold vital roles in both creating support and
policies for inclusive access and services for people with disabilities. The background
and efforts that drive this inclusivity stem from the efforts and endeavors of
information workers to understand, create, and implement inclusivity into concrete
projections and relevant policies.
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ABSTRAK

Latar Belakang: Akses dan layanan informasi yang inklusif untuk kelompok disabilitas merupakan upaya mutlak yang
perlu disediakan lembaga informasi dan didukung oleh pekerja informasi serta kebijakan yang menyertainya.

Tujuan: Mengetahui latar belakang, persepsi, dan upaya pekerja informasi dalam berbagai macam lembaga informasi
untuk menciptakan akses dan layanan informasi yang inklusif kepada kelompok disabilitas.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan community-based learning dengan metode self-determination theory
yang dinilai sesuai dalam upaya penelusuran latar belakang pekerja informasi dalam memberikan akses dan layanan
inklusif untuk kelompok disabilitias.

Temuan: Pekerja informasi memiliki kesadaran umum dalam memberikan layanan dan akses informasi kepada
kelompok disabilitas tuna rungu-wicara. Dalam perkembangannya, motivasi dan dukungan institusi memiliki peran
besar dalam kesuksesan ide dan gagasan inklusivitas akses informasi dan layanan. Namun, juga ditemukan bahwa
inisiasi pekerja informasi lebih dahulu muncul sebelum kebijakan akses dan layanan diciptakan.

Kesimpulan: Pekerja informasi memiliki peran vital dalam menciptakan dukungan dan kebijakan akses dan layanan
inklusif untuk kelompok disabilitas. Latar belakang dan upaya yang mendorong inklusivitas tersebut ditimbulkan dari
upaya dan usaha pekerja informasi dalam memahami, menciptakan, dan mengimplementasi inklusivitas ke dalam
proyeksi nyata dan kebijakan yang relevan.

Kata Kunci: self-determination, pekerja informasi, akses informasi, disabilitas rungu, inklusi digital

PENDAHULUAN

Akses informasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk kelompok
minoritas seperti penyandang disabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mewujudkan
inklusivitas akses informasi bagi kelompok disabilitas mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
Perkembangan ini ditandai dengan adanya panduan resmi dari peraturan pemerintah serta peningkatan
sarana dan prasarana yang bertujuan mendukung akses informasi yang ramah bagi kelompok disabilitas. Hal
tersebut seperti yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas. Selain itu, landasan hukum tertinggi pada Undang-Undang seperti yang termuat pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal Pasal 24 Ayat 1 yang tertulis Penyandang
disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang aksesibel.

Kelompok disabilitas rungu-wicara merupakan salah satu dari berbagai jenis disabilitas karena
hambatan fisik. Kelompok ini merupakan kelompok yang membutuhkan metode tersendiri dalam bentuk
isyarat dalam menerima dan menyampaikan informasi. Meskipun telah diterbitkan berbagai regulasi dan
disediakan dukungan infrastruktur, kelompok disabilitas, khususnya penyandang rungu-wicara, masih
menghadapi tantangan besar dalam memperoleh akses informasi yang setara. Tantangan tersebut dapat
berupa hambatan teknis dan mencakup persepsi masyarakat umum serta keterbatasan pemahaman
komunikasi di kalangan pekerja informasi (Arianto & Apsari, 2023) Selain itu, implementasi peraturan
pemerintah yang telah diterbitkan belum sepenuhnya dapat mengatasi kesenjangan akses informasi bagi
kelompok disabilitas rungu-wicara. Kesenjangan ini berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan,
termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial (Listman dkk., 2024).

Pekerja informasi didorong untuk adaptif terhadap kebijakan dan layanan inklusif akses informasi
kepada kelompok disabilitas rungu-wicara. Namun, persepsi dan implementasinya terkadang mengalami
kendala. Tantangan tersebut seperti penggunaan dan adaptasi bahasa isyarat, konvergensi pemberitaan
umum menuju adaptasi bahasa isyarat, dan konten-konten informasi yang belum memiliki interpretasi
bahasa isyarat. Hal tersebut yang menjadi tantangan sekaligus peluang sebagai upaya mewujudkan
inklusifitas akses informasi kepada kelompok tersebut. Sebagai upaya memberikan perlindungan dan
meningkatkan inklusivitas, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dalam bentuk
peraturan dan keputusan. Salah satu regulasi penting yang menjadi tonggak awal dalam memberikan
perlindungan bagi kelompok disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat. Undang-undang ini menjadi dasar dalam memberikan dukungan ekonomi dan sosial bagi penyandang

JPUA 2025, 15(2): 81-91. P-ISSN 2356-1408; E-ISSN 2723-0554



Kurniawan | Peran Self-Determination Pekerja Informasi dalam Akses Informasi bagi Disabilitas Rungu Wicara 83

disabilitas. Seiring berjalannya waktu, berbagai pembaruan dan pengembangan regulasi terus dilakukan oleh
pemerintah guna memperkuat perlindungan dan inklusivitas bagi kelompok disabilitas.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana pekerja informasi dapat memahami dan
mengimplementasikan kebijakan yang ada secara efektif. Pekerja informasi yang dimaksud meliputi
pemangku kebijakan, pengelola informasi, serta pencipta konten yang berperan penting dalam memastikan
akses informasi bagi kelompok disabilitas rungu-wicara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
persepsi pekerja informasi terhadap akses dan layanan bagi kelompok disabilitas rungu-wicara. Selain itu,
penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara penciptaan informasi atau pengetahuan dengan kebijakan
yang telah diterapkan serta implementasinya di lapangan. Dengan memahami persepsi pekerja informasi dan
membandingkannya dengan pengalaman nyata yang dialami oleh komunitas disabilitas rungu-wicara,
diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam
mendukung aksesibilitas informasi bagi kelompok tersebut. Tantangan tersebut yang juga berperan
melahirkan persepsi dan stigma di kalangan masyarakat umum/ pekerja informasi terhadap kelompok
disabilitas rungu-wicara (Rosalina & Setiyowati, 2023). Penelitian mengenai persepsi pekerja informasi
terhadap akses informasi bagi penyandang disabilitas telah dibahas oleh berbagai peneliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai persepsi pekerja informasi terhadap akses dan layanan bagi kelompok
disabilitas rungu-wicara mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap regulasi yang ada,
penerapan kebijakan di lapangan, hingga faktor-faktor psikologis yang memengaruhi sikap. Agar
pembahasan ini lebih sistematis, tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi tiga kelompok besar: Persepsi
Pekerja Informasi, Regulasi Kebijakan, dan Teori Self-Determination.

Penelitian mengenai persepsi pekerja informasi terhadap akses informasi bagi penyandang disabilitas
telah dibahas oleh berbagai peneliti. Menurut (Azizah & Rahmi, 2023), persepsi pustakawan sebagai pekerja
informasi dapat memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Pustakawan
memiliki tanggung jawab dalam memastikan aksesibilitas informasi bagi seluruh pengguna (Bodaghi dkk.,
2019), termasuk kelompok disabilitas rungu-wicara. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai berbagai
faktor yang memengaruhi persepsi pekerja informasi, seperti regulasi, infrastruktur, dan profesionalitas
dalam melayani pengguna.

Selain pustakawan, pekerja informasi juga mencakup pekerja media massa, kreator konten, dan
penyedia layanan informasi lainnya. Masing-masing memiliki peran dalam menciptakan, mengorganisasi, dan
menyebarluaskan informasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan motivasi, tekad,
dan tujuan dari setiap pekerja informasi dapat memengaruhi bagaimana mereka mengimplementasikan
kebijakan aksesibilitas. (Page & Islam, 2015) menunjukkan bahwa kepribadian pekerja informasi, seperti
tingkat keterbukaan dan empati, dapat menjadi indikator penting dalam menentukan sejauh mana mereka
memiliki sikap inklusif atau eksklusif terhadap penyandang disabilitas. Pekerja informasi dengan tingkat
empati yang lebih tinggi cenderung memahami dan mengimplementasikan kebijakan aksesibilitas dengan
lebih baik.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam membangun budaya yang inklusif di
lembaga informasi. Menurut (Tracy-Bronson, 2024), pemimpin yang memiliki kesadaran terhadap keadilan
sosial dan isu disabilitas dapat berperan dalam mendorong pekerja informasi untuk lebih proaktif dalam
memperjuangkan hak-hak kelompok disabilitas. Dengan demikian, persepsi pekerja informasi dipengaruhi
oleh kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan dalam lembaga mereka.

Regulasi kebijakan merupakan komponen penting dalam upaya penyediaan akses informasi yang
inklusif (Rosalina & Setiyowati, 2023). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk
melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas menjadi landasan hukum yang memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas berhak
memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. Sebelumnya, Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat juga telah menjadi dasar dalam memberikan dukungan
sosial dan ekonomi bagi kelompok disabilitas.

Namun tantangan utama terletak pada bagaimana pekerja informasi memahami dan
mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif. Penelitian (Thomas dkk., 2023) menunjukkan
bahwa kebijakan yang efektif perlu mempertimbangkan berbagai faktor individu, termasuk kepribadian,
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psikologi, dan motivasi pekerja informasi. Dengan demikian, evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan
pemahaman psikologis pekerja informasi dapat meningkatkan implementasi kebijakan yang lebih inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Community-Based Research (CBR) karena relevan untuk
menggali persepsi pekerja informasi serta implementasi kebijakan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas
rungu-wicara (Shkedy dkk., 2021). Pendekatan CBR dipilih karena bersifat kolaboratif. Selain itu, pendekatan
ini dipilih karena sesuai untuk memahami relasi antara pekerja informasi dan kelompok disabilitas rungu-
wicara yang menjadi subjek sekaligus mitra penelitian. Metode pendekatan CBR memberikan ruang
partisipasi aktif bagi komunitas pekerja informasi untuk turut menentukan arah penelitian, menafsirkan hasil,
dan merancang rekomendasi yang kontekstual. Hal ini penting karena isu akses informasi bagi penyandang
disabilitas mencakup persoalan kebijakan dan pengalaman serta persepsi sosial yang hidup di komunitas
(Eide dkk., 2022). Keterlibatan langsung komunitas disabilitas membantu menyeimbangkan posisi kuasa
antara peneliti dan partisipan, memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan bias institusional. CBR juga
memungkinkan proses co-creation of knowledge yaitu penciptaan pemahaman bersama antara peneliti,
pekerja informasi, dan penyandang disabilitas sebagai mitra menjadi relevan. Pendekatan ini relevan untuk
menganalisis dinamika empati, otonomi profesional, serta persepsi sosial yang mempengaruhi layanan
inklusif—unsur yang menjadi inti dari Self-Determination Theory (SDT).

Prosedur pelaksanaan metode dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu pre-
field engagement, pengumpulan data, analisis tematik, dan validasi hasil. Pada tahap pre-field engagement,
peneliti membangun jejaring dan melakukan komunikasi awal dengan lembaga pekerja informasi dan
komunitas disabilitas rungu-wicara untuk memastikan kesediaan berpartisipasi. Tahap pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kelembagaan. Analisis
data menggunakan pendekatan tematik dari Braun dan Clarke dalam (Thomas dkk., 2023) yang dilakukan
secara berlapis. Pertama, dilakukan proses open coding terhadap transkrip wawancara dan catatan observasi
untuk mengidentifikasi makna-makna kunci terkait motivasi, persepsi, dan praktik inklusif. Kedua, hasil open
coding dikelompokkan menjadi axial codes yang mencerminkan tema awal, seperti inisiatif diri dari para
pekerja, dukungan kelembagaan, dan hubungan dengan kelompok difabel. Ketiga, tema akhir disusun
berdasarkan indikator SDT vyaitu: 1) autonomy, 2) competence, dan 3) relatedness untuk melihat
keterkaitannya dengan konteks kerja informan. Triangulasi dilakukan secara metodologis (antara
wawancara, observasi, dan dokumen) serta secara sumber (antarjenis informan lintas lembaga). Validasi data
dilakukan melalui member checking, yakni pengembalian ringkasan hasil wawancara kepada informan untuk
memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pandangan partisipan (Vera Nurfajriani dkk., 2024).
Prosedur ini memperkuat transparansi, kredibilitas, dan replikabilitas hasil penelitian.

Kriteria inklusi informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan mempertimbangkan relevansi
peran, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam isu akses informasi bagi penyandang disabilitas.
Adapun kriteria pemilihan adalah sebagai berikut: (1) posisi profesional: individu yang bekerja sebagai
pekerja informasi meliputi: pustakawan, jurnalis, kreator konten, pejabat humas, dan pengelola kebijakan
publik di bidang informasi; (2) pengalaman kerja minimal tiga tahun di lembaga yang berkaitan dengan
penciptaan atau pengelolaan informasi publik; (3) keterlibatan langsung dalam inisiatif, proyek, atau
kebijakan yang berfokus pada akses informasi inklusif, terutama untuk penyandang disabilitas rungu-wicara;
(4) afiliasi kelembagaan dan jaringan: memiliki posisi formal atau keanggotaan aktif dalam lembaga
pemerintah, media massa, atau organisasi profesi yang memiliki mandat layanan publik; dan (5) keterbukaan
komunikasi dan partisipasi aktif dalam proses wawancara dan diskusi reflektif sesuai prinsip CBR. Kriteria
tersebut memastikan bahwa informan bukan hanya memahami konteks kerja mereka, tetapi juga memiliki
pengalaman praktis yang mencerminkan prinsip-prinsip autonomy, competence, dan relatedness yang
diteliti.
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Tabel 1. Daftar Informan dalam Penelitian

No Nama Jabatan Institusi Masa Kerja
1 Mulyo Hadi (R1) Komisioner Komisi Penyiaran 12 tahun
Indonesia
2 Eddy Prastyo (R2) Pemimpin Redaksi Siber Radio/Media 19 tahun
Konvergensi
3 Agung Prasetya (R3) Kasubdit Humas dan SOTK Kementerian 8 tahun
Perpustakaan Komunikasi
4 Abdul Wahid Aziz (R4) Pustakawan Perpustakaan Sekolah 10 tahun
5 Abdi Purmono (R5) Kreator Konten Situs Berita/Media 23 tahun
Konvergensi
6 Vincentius Gitiyarko (R6) Redaktur Pelaksana TV/Media Konvergensi 7 tahun
7 Dian Inggrawati Soebangil  Badan Pengurus Informasi Kementerian Sosial 11 tahun
(R7)
8 Budi Raharjo (R8) Pengurus Organisasi LPP Televisi Republik 30 tahun
Indonesia

Penerapan Self-Determination Theory (SDT) dalam penelitian ini berperan sebagai lensa konseptual
untuk merancang instrumen wawancara dan kerangka analisis data. Indikator autonomy digunakan untuk
menggali sejauh mana pekerja informasi memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan, menginisiasi
program inklusi, dan menciptakan inovasi dalam akses informasi. Pertanyaan diarahkan pada bentuk
otonomi profesional dan ruang pengambilan keputusan yang dimiliki. Indikator competence digunakan untuk
menilai persepsi informan terhadap kemampuan mereka dalam melayani kelompok disabilitas rungu-wicara,
termasuk pelatihan yang pernah diikuti, dukungan institusi, dan hambatan teknis yang dialami. Indikator
relatedness menyoroti aspek relasi sosial dan empati. Hal yang disoroti juga termasuk pengalaman informan
dalam membangun kolaborasi dengan komunitas disabilitas serta bagaimana hubungan tersebut
memengaruhi motivasi para pekerja informasi. Pada tahap analisis, data wawancara dan observasi dipetakan
ke dalam ketiga dimensi SDT untuk menilai pola motivasi intrinsik yang memengaruhi praktik inklusif. Proses
pemetaan ini menghasilkan matriks tematik yang menghubungkan perilaku informan dengan struktur
kelembagaan dan konteks sosialnya. Dengan demikian, metode penelitian dapat menggambarkan fenomena
sosial dan menjelaskan dinamika motivasional yang menjadi dasar perilaku inklusif para pekerja informasi.

HASIL DAN DISKUSI

Pendekatan Humanistik Pemenuhan Hak Akses dan Informasi dari Pekerja Informasi untuk Kelompok
Disabilitas Pendekatan Community-Based Research (CBR) dalam penelitian ini menjadi landasan konseptual
dan metodologis yang menentukan arah keseluruhan proses penelitian. CBR menempatkan pekerja informasi
sebagai objek penelitian dan mitra sejajar yang turut berperan dalam setiap tahap kegiatan yang relevan
dengan dukungan kelompok disabilitas. Upaya tersebut mendampingi mulai dari perumusan masalah, proses
pengumpulan data, hingga refleksi terhadap hasil. Dalam konteks penelitian ini, para pekerja informasi
dianalisis bagaimana berinteraksi secara partisipatif bersama kelompok disabilitas rungu-wicara untuk
mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam akses informasi publik. Pendekatan ini digunakan untuk
mengamati, menganalisis, dan mendapatkan informasi dan korelasi antara kebijakan yang tersedia dengan
sikap dan dorongan individu atau lembaga kerja dalam menciptakan dukungan akses kepada kelompok
disabilitas.

Keterpaduan antara CBR dan SDT dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik pekerja
informasi bersifat komplementer dari konteks sosial yang mendukung partisipasi dan kolaborasi. Melalui
interaksi langsung dengan komunitas rungu-wicara, pekerja informasi memahami bahwa inklusivitas bukan
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sekadar kebijakan, melainkan tanggung jawab sosial yang lahir dari kesadaran bersama. Hal ini memperkuat
gagasan bahwa CBR berfungsi sebagai pendekatan pengumpulan data dan peluang strategi pemberdayaan
yang menumbuhkan kepemilikan kolektif terhadap perubahan sosial. Dengan cara ini, penelitian
berkontribusi nyata terhadap praktik dan kebijakan yang lebih inklusif.

Penerapan CBR dalam penelitian ini membuktikan efektivitasnya dalam menghubungkan antara
dimensi ilmiah dan aksi sosial. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.
Merekatkan kesenjangan yang terjadi antara lembaga penyedia informasi dan kelompok disabilitas. Dengan
memfasilitasi kolaborasi sejajar antara pekerja informasi dan kelompok disabilitas, CBR membantu
menciptakan mekanisme penelitian yang etis, adaptif, dan berorientasi pada perubahan sosial. Oleh karena
itu, bahasan penelitian ini menegaskan bahwa CBR dapat dimanfaatkan secara metodologis, posisi etis, dan
epistemologis dalam upaya membangun riset yang berkeadilan sosial dan memberdayakan kelompok
disabilitas.

Autonomy: Inisiatif dan Kebebasan dalam Aksi Informasi

Aspek autonomy didefinisikan sebagai kesadaran diri, dalam hal ini terlihat dari kemampuan pekerja
informasi mengambil keputusan dan inisiatif dalam memperjuangkan kebijakan aksesibilitas. Responden
seperti Eddy Prastyo (PRSSNI dan E100) menunjukkan otonomi tinggi ketika menginisiasi proyek berita
dengan penerjemah bahasa isyarat sebelum adanya kewajiban regulatif. Mulyo Hadi Purnomo (KPI)
memanfaatkan posisi regulatifnya untuk mengusulkan pedoman penyiaran yang ramah disabilitas.
Sementara Agung Prasetya (Komdigi) belajar bahasa isyarat secara mandiri untuk meningkatkan interaksi
dengan komunitas disabilitas. Ketiganya memperlihatkan dorongan otonomi yang lahir dari kesadaran sosial,
bukan sekadar tuntutan institusional. Hal ini sejalan dengan prinsip SDT bahwa otonomi tumbuh ketika
individu memiliki kebebasan bertindak sesuai nilai dan makna pribadi (Lewis dkk., 2021).

Aspek autonomy terlihat dari kemampuan pekerja informasi mengambil keputusan secara mandiri
dan berinisiatif dalam memperjuangkan kebijakan aksesibilitas. Responden-responden yang teridentifikasi
menerapkan aspek autonomy berupaya menciptakan praktik-praktik inovatif seperti penyediaan juru bahasa
isyarat dalam siaran atau mengembangkan kanal informasi yang ramah difabel. Sehingga dorongan dari
dalam diri tersebut juga berupaya menciptakan instruksi kelembagaan sesuai dengan kemampuan eksekutif
yang dimiliki masing-masing responden. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa motivasi pekerja
informasi lahir dari nilai personal dan rasa tanggung jawab sosial. Autonomy yang dilakukan tersebut
mengindikasikan adanya kesadaran moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap warga negara
berhak memperoleh informasi secara setara.

Kapasitas dan Kompetensi Kerja dalam Analisis Implementasi Indikator Competence

Aspek competence berkaitan dengan kemampuan teknis, keahlian profesional, dan rasa percaya diri
pekerja informasi dalam mendukung layanan inklusif. Agung Prasetya menunjukkan kompetensi melalui
pemanfaatan teknologi dan kemitraan dengan Gerkatin untuk mengembangkan pelatihan bahasa isyarat
bagi ASN. Abdul Wahid Aziz memperlihatkan penerapan kompetensi praktis dengan menghadirkan inovasi
perpustakaan inklusif di sekolah Muhammadiyah, yang menyediakan sarana pembelajaran adaptif bagi siswa
difabel. Kedua contoh ini menegaskan bahwa kompetensi dibentuk oleh pelatihan formal dan pengalaman
sosial yang memperkuat empati dan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Temuan ini memperkuat
pandangan mengenai self-determination theory bahwa kompetensi meningkat melalui pengalaman
keberhasilan nyata yang diakui oleh lingkungan sosial (Alzuguren, 2019).

Tindakan identik competence tercermin dari upaya pekerja informasi dalam meningkatkan kapasitas
profesional dan teknis guna mendukung aksesibilitas. Kompetensi diukur dari kemampuan menggunakan
teknologi informasi, kepekaan sosial, empati, dan keterampilan komunikasi lintas kemampuan. Beberapa
responden mengembangkan inisiatif pelatihan internal, belajar bahasa isyarat secara mandiri, dan
berkolaborasi dengan komunitas Gerkatin untuk memahami kebutuhan pengguna disabilitas. Hal ini
memperlihatkan bahwa kompetensi berkembang melalui pengalaman reflektif, kelembagaan informal, dan
partisipasi langsung dengan komunitas.
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Indikator Relatedness pada Relasi Sosial dan Empati terhadap Kelompok Disabilitas

Relatedness memperkuat pemahaman bahwa hubungan sosial yang empatik antara pekerja
informasi dan komunitas disabilitas menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan layanan inklusif. Relasi sosial
yang terjalin bersifat profesional, emosional, dan kolaboratif. Beberapa responden menyebutkan bahwa
interaksi langsung dengan komunitas rungu-wicara membuka perspektif baru tentang kesetaraan. Sehingga
hal tersebut mendorong perubahan sikap dalam praktik kerja sehari-hari. Melalui hubungan ini pekerja
informasi menemukan makna sosial dalam pekerjaannya. Sehingga pada akhirnya memperkuat motivasi
intrinsik dan komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai inklusivitas.

Aspek relatedness tercermin dari hubungan interpersonal dan empati pekerja informasi terhadap
komunitas disabilitas. Abdi Purmono dari Tempo menekankan pentingnya narasi pemberitaan yang
membangun kesetaraan sosial dan menghindari pandangan terhadap penyandang disabilitas. Abdul Wahid
Aziz dan Agung Prasetya menunjukkan bagaimana hubungan sosial yang humanis dengan komunitas rungu-
wicara menjadi dasar keberhasilan praktik pelayanan publik. Keterhubungan sosial ini memperkuat motivasi
intrinsik pekerja informasi untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan akses informasi inklusif, sejalan
dengan semangat kolaboratif yang diusung oleh pendekatan CBR. Hal tersebut relevan fungsinya sebagai
ruang dialog dan aksi bersama komunitas.

Analisis Dokumen dalam Triangulasi Penelitian

Para responden membagikan informasi dokumen dari sumber resmi lembaga pemerintah, organisasi
profesi, serta komunitas keagamaan yang mendorong penciptaan akses dan dukungan kepada kelompok
disabilitas. Hal ini dimanfaatkan sebagai upaya analisis dokumen untuk memperkuat dan memverifikasi
temuan wawancara dan observasi, serta menelusuri keterkaitan antara kebijakan, pedoman etis, dan praktik
lapangan dalam penyediaan akses informasi bagi kelompok disabilitas rungu-wicara.

Dokumen yang dianalisis terdiri atas empat kelompok besar. Pertama, kelompok dokumen regulasi
pemerintah dan lembaga negara. Dokumen kelompok pertama seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial
bagi penyandang disabilitas, hingga Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 yang mengatur tata cara
penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai
kerangka hukum makro yang menjadi dasar legitimasi kebijakan akses informasi inklusif di Indonesia.
Kelompok dokumen kementerian dan lembaga teknis seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 25 Tahun 2015 tentang kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika, serta
berbagai peraturan Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan yang berkaitan dengan penyediaan akomodasi
layak dan rehabilitasi sosial. Dokumen ini digunakan untuk memahami konteks implementatif dari kebijakan
pemerintah dalam lingkup layanan informasi publik dan pendidikan inklusif.

Organisasi profesi dan lembaga media yang dilampirkan oleh responden menjadi klaster dokumen
kelompok ketiga. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ketetapan Musyawarah Nasional PRSSNI (Persatuan Radio
Swasta Siaran Nasional Indonesia), serta Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dari Aliansi Jurnalis
Independen (AJl). Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan upaya normatif dan profesional dalam
membangun standar etika dan praktik penyiaran yang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Pada
kelompok dokumen keempat berisi organisasi keagamaan dan lembaga advokasi, seperti Fikih Difabel
Muhammadiyah, Figih Penguatan Penyandang Disabilitas dari Nahdlatul Ulama, serta berbagai kertas
kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Republik Indonesia (PSHK). Dokumen-dokumen ini
menunjukkan peran penting lembaga sosial dan keagamaan dalam membentuk wacana moral dan sosial
tentang kesetaraan hak serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Tabel 2. Lampiran Salindai Dokumen Pendukung Penelitian yang dibagikan Responden

No Judul Dokumen Penerbit Dokumen

1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Pemerintah Republik Indonesia
Disabilitas
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang
Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan
Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ke-8
Tanggal 20 Oktober 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan
Universal Telekomunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional
Disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7
Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar
Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu
Penyandang Disabilitas

Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/2021 tentang Tim
Koordinasi Upaya Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2022 tentang Tim
Koordinasi Nasional Upaya Melaksanakan Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Menggapai Dunia Kerja Inklusif

Meta Analisis Platform Media Digital Ramah Penyandang
Disabilitas

Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia

Kementerian Komunikasi dan
Informasi Republik Indonesia

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial

Aliansi Jurnalis Independen

Aliansi Jurnalis Independen
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas
Pedoman Aksesibilitas Konten Situs

Fikih Difabel Muhammadiyah

Keputusan PP Muhammadiyah No 734 Tahun 2021 tentang
Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI

The Fikih Difabel of Muhammadiyah Essay
Figih Penguatan Penyadang Disabilitas

Ketetapan Musyawarah Nasional XVI PRSSNI 2023

Ketetapan Sidang Paripurna Pusat | 2023

Ketetapan Sidang Paripurna Pusat 11 2024

Standar Profesional Radio Siaran

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia

Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dalam Kerangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

Kertas Kebijakan Penguatan Praktik Berdemokrasi dan
Pelindungan Hak Asasi Manusia

Kertas Kebijakan Reformasi untuk Pendidikan yang Inklusif,
Aksesibel, dan Berkeadilan

Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi
Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Usul DPR
Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang
Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar

Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang
Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas

Peraturan Direksi TVRI Nomor 18 tahun 2022
Peraturan Direksi TVRI Nomor 21 tahun 2022
Rencana Strategis LPP TVRI Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPP TVRI
Tahun 2020-2024

Aliansi Jurnalis Independen
Kompas Gramedia

Muhammadiyah

Muhammadiyah

Muhammadiyah
Nahdlatul Ulama’

Persatuan Radio Swasta Siaran
Nasional Indonesia

Persatuan Radio Swasta Siaran
Nasional Indonesia

Persatuan Radio Swasta Siaran
Nasional Indonesia

Persatuan Radio Swasta Siaran
Nasional Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Republik Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Republik Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Republik Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Republik Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Republik Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Republik Indonesia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia

LPP Televisi Republik Indonesia
LPP Televisi Republik Indonesia
LPP Televisi Republik Indonesia

LPP Televisi Republik Indonesia
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Sumber: Salindia dari responden penelitian

Penelitian ini menegaskan bahwa motivasi intrinsik pekerja informasi berperan krusial dalam
membentuk layanan informasi yang inklusif bagi kelompok disabilitas rungu-wicara. Melalui pendekatan
Community-Based Research (CBR), penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program aksesibilitas
informasi perlu dukungan formal dan partisipasi aktif serta refleksi personal para pekerja informasi dalam
kegiatan kerjanya. Adapun dukungan formal dari lembaga merupakan sarana dalam menciptakan suasana
kondusif ramah kelompok disabilitas. Hal tersebut berlaku baik didalam adaptasi produk informasi maupun
bagaimana perlakuan terhadap kelompok disabilitas.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa motivasi intrinsik pekerja informasi berperan krusial dalam
membentuk layanan informasi yang inklusif bagi kelompok disabilitas rungu-wicara. Melalui pendekatan
Community-Based Research (CBR), penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program aksesibilitas
informasi bergantung pada kebijakan formal dan partisipasi aktif serta refleksi personal para pelaku di
lapangan.

Konstruki Self-Determination Theory (SDT) melalui indikator autonomy, competence, dan relatedness
menjadi kunci untuk memahami perilaku pekerja informasi dalam konteks ini. Indikator autonomy
mendorong kebebasan individu untuk berinovasi dan bertindak sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Indikator
competence memperkuat kapasitas profesional serta kesadaran sosial. Kemudian indikator relatedness
menumbuhkan relasi empatik antara pekerja informasi dan komunitas disabilitas. Ketiganya saling terkait
dalam menciptakan motivasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial.

Penelitian ini memperluas penerapan SDT dalam konteks layanan publik dari perspektif teoritis.
Temuan dan analisisnya memperkaya pendekatan CBR dengan bukti empiris yang menekankan kolaborasi
sejajar antara peneliti dan komunitas. Dari sisi praktikal, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi agar
lembaga informasi, regulator, dan organisasi profesi lebih banyak menyediakan ruang partisipasi dan
pelatihan berbasis empati. Dukungan struktural yang mendorong kebebasan berinovasi, kolaborasi lintas
sektor, dan peningkatan kompetensi akan menjadi pondasi penting bagi terciptanya sistem informasi publik
yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Penegasan atas temuan dari penelitian ini bahwa inklusivitas dalam akses informasi adalah hasil dari
kolaborasi antara kebijakan, kompetensi profesional, dan kesadaran moral individu. Upaya menuju
ekosistem informasi yang adil dan setara bagi penyandang disabilitas menuntut transformasi yang bersifat
multidimensional mulai dari perubahan paradigma, penguatan kapasitas, hingga pembentukan budaya
empatik di dalam lembaga penyedia layanan informasi.
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